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ABSTRACT

Indeonesic is an archipelago with its marine region is the twothird of
the whole region that has great fishery potency supported with its strateaic
position in the traffic of trade of the word as well as its geographical
location. With the ratified UNCLOS IIT in 1982 with the canstitution No.5
in 1983 concerning the ZEEL so the regional width of Irdonesia sea o 12
miles off to be 200 miles of f naturally in creasirg its fish resaurces potency.
However, Indonesia has not maximally utilized it yet. So in this reformation
era the government intends to manage the petency in earnest, This is proven
with the founding of the marine Exploration Department. The prablem in this
wrifing: The affempts of the marine Exploration Department in the
tilization of the marine biclogical resources particularly the fish hauling i
The ZEET and its role as well as the rule implication concerning the utilization
of the marine biolegical resources particularly in the fish hauling. The
method of research epplied in this study is sociological-judicial namely the
fields study by observing directly the current practice. The tool of date
collection is the documentary study, observation and interviews with related
parties. The conclusion of the research hamely: there marine Explaratior
Department tries to build a complete organization structure and having roles
in the newly formed fishery regulation in accordance with the current
development and attempting to offer the rules which can be well applied in
The future.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Indonesic merupakan negara yang mempunyai letak yang sangat strategis
apabila ditinjau dari segi gecgrafis. Faktor letak ini sangat perting bagi suatu
negara baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, maupun pertahanan dan
Keamarnan,

Jika dilihat dori segi geografis Indanesia, maka dapat dilihat banyak
<euntungan antare lain Indanesia jika dilihat dari letak astromisnya terletak dia
antara 6% LU - 11° LS, 95 BT - 141 BT, yang mengakibatkan Indenesia hanya
memiliki 2 musim yakni; musim hujan dan musim kemarau, Hal ini memberikan
<esempatan pada bidang pertanian dan perikanan berlangsung sepanjang tahun,

Pada wilayah Indoresia, merupakan posisi silang yaitu diopit oleh dua
serua yaitu benua Asia dan Austrelia dan dua Samudera yaitu Samudera Hindia

=2n Samudera Pasifik, yang mengakibatkan Indonesia terletak pada pesisi yong

=1 lintas perdagangan internasional,
Sebagaimana telah divraikan diatas, wilayah Indonesia dua pertiganya

===ch loutan, sehingge disebut sebagai negara kepulauar.



Untuk mendukung posisi kelautan Indonesia di Dunia Tnternasioral, maka
perly bogi Indoresia untuk membentuk peraturan - peraturan di bidong kelautan,
baik secara nasional maupun internasional.

Peraturan laut rasional, pembentukannyva berdasarkan Undang-undang
Dasar 1945, bohwa vara berhak membuat Undang-undana adaloh Presiden
cersama DPR. Sedangkan peraturan kelautan Internasional, pemberlakuanrya
berdasarkan ratifikasi dari konvensi interansional yang ada, contohnya Konvensi
vang merupakan Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS TIT) yang
cdiadakan oleh PBE.

Sebelum UNCLOS IIT ini, telah ada beberapa konversi yang mengatur
aut Internasional, seperti Konvensi Hukum Laut I Tahun 1958 di Jenewa, yang
menghasilkan 4 Konvensi diantaranya mengatur tentang penanakapan ikan dan
=onservasi alam kelautan,

Perkembangan hukum internasional tentang laut memang pesat sekali
‘erutama sefelah tahun 1958. Perkembangan ini mencapai puncaknya pada
“orferensi Jenewa tahun 1958 tentang hukum laut dan masalah perikanan yang

< sepakati dalam konferensi tersebut.

Akadia, {HYUEEL “Hukam Lawt dan Undung — undang Perikanan™, Ghabiz Indonesia,



BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, makae dapat disimpulkan sebagai

berikut:

L. Upaya yarg dilakukan oleh Departemen Eksplorasi Leut dan Perikanan snat
i dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam havati  kelautan
khususnya penangkapan ikan di ZEE Indonesia adalah melakukan
invertarisir pengaturen vang sudah ada quna membentuk peraturan bary,
melengkapi kinerja dan struktur organisasi Departemen Eksplorasi Laut
dan Perikanan dan membentuk staf ahli di bidang eksplorasi laut dan
perikanan ,

2. Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan dalam pemanfaatan sumber
daya alam hayati kelautan khususnya penangkaparn ikan di ZEE Indoresic
yaifu Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan sangat berperan dalam
pembentukan peraturan baru terfang perikanan yang sekarang sedana
dilokukan yang sesuai dengan perkembangan yang terjadi di negara
Indenesia dan sesuai dengan Konversi-konvens: internasionn!. Hal ini
dilekukan dengan jalan menginventarisi peraturan-peraturan yang sudah
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